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Opini WTP
Harus Berdampak pada Pelayanan ke Masyarakat

TERIMA LAPO

s

RAN PEMERIKSAAN: Bupati dan Ketua

IsT

‘DPRD Kabupat'en?‘sé’mbas saat menerima Laporan Hasil
Pemeriksaan Keuangan Daerah.

SAMBAS - Pemerintah Kabu*
paten Sambas kembali meraih
predikat Wajar Tanpa Pengecual-
ian (WTP) atas Laporan Keuan-
gan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun Anggaran 2024. Cdpatan
ini diharapkan menjadi motivasi
bagi seluruh organisasi perangkat
daerah (OPD) untuk terus menin-
gkatkankualitaspelayanankepada
masyarakat.

HaltersebutdisampaikanBupati
Sambas, Satono, usai menerima
Laporan Hasil Pemeriksaan dari
Badan PemeriksaKeuangan (BPK)
RI Perwakilan Kalimantan Barat,
didampingiKetuaDPRDKabupat-
enSambas, AbuBakar. “OpiniWTP
ini harus menjadi pemicu pening-
katan kinerja OPD agar mampu
menjawabkebutuhanmasyarakat,

khususnyadalamaspekpelayanan
publik,” ujar Satono.
Menurutnya, capaian ini meru-
pakan sinyal positif ata pengelo-
* laankeuangandaerah. Namun, hal
tersebutjugamenuntut perbaikan
berkelanjutandalam perencanaan
dan pelaksanaan program pem-
bangunan. Satono menegaskan
bahwa seluruh catatan dan reko-
mendasi dari BPK akan menjadi
komitmen untuk segera ditindak-
lanjuti. “Semua rekomendasi dari
BPK wajib dipatuhi. Ini juga men-

jaditanggungjawab moralkepada

masyarakat,” tegasnya.
Sementaraitu, Ketua DPRD Ka-

bupaten Sambas, Abu Bakar, turut -

memberikan apresiasi atas raihan
WTPyangberhasil dipertahankan
sejak tahun 2017. “Alhamdulillah,

ini adajah capaian beruntun se-
jak 2017. Kami ucapkan selamat
kepada seluruh jajaran Pemkab
Sambas atas ketja keras yang di-
lakiikan,” ujarnya.

Namun demikian, Abu Bakar
juga mengingatkan agar pengelo-
laan keuangan daerah dilakukan
secara lebih cermat dan efisien. la
menekankan pentingnya tindak
lanjutatascatatandanrekomenda-
sidari BPK. “Kami dilegislatifakan
terus melakukan pengawasan.
Eksekutifharus segera menindak-
lanjuti hasil pemeriksaan agar tata
kelola keuangan semakin akunta-
bel dan transparan,’ katanya.

Ia juga menyampaikan apre-
siasi kepada BPK RI Perwakilan
KalimantanBaratataspelaksanaan
pemeriksaan yang sesuai amanat

Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemerik-
saan, Pengelolaan, dan Tang-
gungJawab Keuangan Negara.
“Semoga ke depan, kualitas
pengelolaan keuangan di
Kabupaten Sambas semakin
meningkat dan berdampak
langsung bagi kesejahteraan
masyarakat,” harapnya. (fah)
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